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ABSTRAK 

IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN 
RESTRUKTURISASI ORGANISASI 

DI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BULUNGAN 

David Gunawan 
davidgunawan60@gmail.com 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah ( 1) untuk menganalisis 
implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan dalam pelaksanaan 
restrukturisasi organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Tahun 2015, (2) 
untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 
implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan dalam pelaksanaan 
restrukturisasi organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Tahun 2015. 
Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian 
evaluatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulungan. Informan dalam 
penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan biasa. Informan kunci 
dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan. lnforman biasa dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan dan DPRD Kabupaten Bulungan. Pengumpulan 
data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 
data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 
01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah belum 
terlaksana dengan baik dan belum optimal. Proses implementasi Peraturan Daerah 
Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan juga belum konsisten. Hal ini 
disebabkan masih adanya kendala yang ditemui terkait dengan pelaksanaan 
restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Daerah 
Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan. Adapun kendala yang ditemui pada 
dasamya terkait dengan aturan birokrasi yang cukup rumit dan kekurangan 
sumber daya. 

Kata Kunci : implementasi kebijakan, restrukturisasi, kendala restrukturisasi 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF RESTRUCTURING 
ORGANIZATION POLICY 

IN FORESTRY DEPARTMENT BULUNGAN DISTRICT 

David Gunawan 
davidgunawan60@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

Since The goals of this study were ( 1) to analyze the implementation of the 
Regional Regulation No. 01 Year 2013 on Organizational Structure and Work 
Procedure of the Regional Office in the Department of Bulungan Forestry in it 
implementation of organizational restructuring Forest Service Bulungan 2015, (2) 
to identify factors that support and hinder the implementation of Regional 
Regulation No. 01 Year 2013 on Organizational Structure and Work Procedure of 
the Regional Office in Bulungan District Forestry Office in the implementation of 
organizational restructuring Bulungan District Forestry Office 2015. 
Based on the research objectives, this study was an evaluative research. This study 
was conducted in Bulungan. To gather the data, Informants were used in this 
study. They consisted of key informant and usual informant. Key informants in 
this study are the Bulungan District Forestry Department Officer and Secretary. 
Regular informants in this study were employees of the Forestry Department and 
Bulungan Parliament. In order to obtain the data, two instruments were used. The 
first one was interviews and the second was observations.To analyze the data 
descriptively qualitative process of data reduction, data presentation, and data 
verification were aplied. 
Meanwhile, The results study showed that the restructuring of Bulungan District 
Forestry Department are carried out in accordance with the Regional Regulation 
No. 01 Year 2013 on Organizational Structure and Work Procedure of the 
Regional Office has not done well and has not optimal. In addition, The 
implementation process of Regional Regulation No. 01 Year 2013 on 
Organizational Structure and Work Procedure of the Regional Office in Bulungan 
District Forestry Office has not been consistent. Since, due to the obstacles 
encountered related to the implementation of the restructuring of Bulungan 
District Forestry Office corresponding Regional Regulation No. 01 Year 2013 on 
Organizational Structure and Work Procedure of the Regional Office in Bulungan 
District Forestry Office. In short, The obstacles encountered are basically related 
to bureaucratic rules are quite complicated. 

Keywords: policy implementation, restructuring, restructuring constraints 
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BAB IV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Bulungan 

a. Letak Geografis Kabupaten Bulungan 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulungan. Kabupaten 

Bulungan sebagai salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi 

Kalimantan Utara. Kabupaten Bulungan mempunyai luas 18.010,50 km2 

dan terletak antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur 

dan 2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara. Berdasarkan 

Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur, 

maka Luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi luas daratan 

14.193,170 Km2 dan luas perairan 2.391,130 km2
• Adapun batas-batas 

wilayah Kabupaten Bulungan adalah: 

1) Sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Tidung 

2) Sebelah Timur Laut Sulawesi dan Kota Tarakan 

3) Sebelah Selatan Kabupaten Berau 

4) Sebelah Barat dengan Kabupaten Malinau 

Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang dialiri 

puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan 

yang berbukit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan 

kemiringan yang tajam. Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul 
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di Kecamatan Bunyu (38.737,413 ha) dan sungai yang terpanjang adalah 

Sungai Kayan sedangkan gunung yang tertinggi adalah Gunung Kundas 

yang berada di Kecamatan Peso dengan ketinggian 1.670 m. 

b. Wilayah Administratif Kabupaten Bulungan 

Kabupaten Bulungan terbagi atas 10 kecamatan sebagaimana tabel 

berikut. 

Tabel 4.1 

Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan 

Jumlah 
Lu as 

No Kecamatan Kelurahan/ (%) 

Des a 
Km2 terhadap 

Total 
1 Peso 10 3142,79 22,22 

2 Peso Hilir 6 1639,71 11,59 

3 Tg. Palas 9 1755,74 12,41 

4 Tg. Palas Barat 5 1064,51 7,53 

5 Tg. Palas Utara 6 806,34 5,70 

6 Tg.Palas Timur 8 1639,02 11,59 

7 Tanjung Selor 9 1277,81 9,03 

8 Tg.Palas Tengah 3 624,95 4,42 

9 Sekatak 22 1993,98 14,10 

10 Bunyu 3 198,32 1,40 

Jumlah 81 14.193, 17 100 
~-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan 

Kecarnatan tcrluas di Kabupaten Bulungan adalah Kecarnatan Peso 

dengan luas 3.142,79 krn2 atau 23,84% dari luas Kabupaten Bulungan 

secara keseluruhan. Sedangkan kecarnatan yang merniliki luas terkecil 

adalah Kecarnatan Bunyu dengan luas l 98,32km2 atau sekitar 1,50% dari 

luas Kabupaten Bulungan. Dilihat dari jumlah desa/kelurahan yang ada, 

Kecamatan Sekatak rnerniliki jurnlah desa terbanyak yaitu sebanyak 22 

Desa, sedangkan kecarnatan yang rnemiliki jurnlah desa paling sedikit 
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adalah Kecamatan Bunyu dan Tanjung Palas Tengah sebanyak 2 Desa. 

Posisi Kabupaten Bulungan berbatasan langsung dengan 3 Kabupaten, 

yaitu Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten 

Berau. 

c. Potensi Hutan Kabupaten Bulungan 

Kabupaten Bulungan merupakan daerah yang memilki potensi 

sangat besar di bidang kehutanan dan memerlukan perhatian yang tepat 

bagi pemangku kebijakan. Hutan di Kabupaten Bulungan tahun 2013 

mempunyai luas 1.026.312.039 hektar yang terbagi ke dalam 4 kelompok 

jenis hutan, yaitu hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi 

terbatas, dan hutan lainnya/kawasan budidaya non kehutanan. Pada 

tahun 2013 terdapat 8 pemegang IUPHHK dengan luas areal 665.775 

hektar. Berdasarkan hasil digitasi terhadap lampiran SK Menhut RI 

Nomor : SK.554/Menhut-II/2013, luas kawasan hutan Kabupaten 

Bulungan adalah sebagai berikut. 

1. Luas Kawasan Hutan 

a. Hutan Lindung (HL) 223.481,20 Ha 

b. HL menjadi APL (areal penggunaan lain) : 299,13 Ha 

c. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 504.513,40 Ha 

d. Hutan Produksi Tetap (HP) 259.560,90 Ha 

2. Luas Luar Kawasan Hutan 

a. Areal Penggunaan Lain (APL) 403.703,90 Ha 
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d. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten bulungan 

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten 

Bulungan disusun visi dam misi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bulungan. Visi Kabupaten Bulungan adalah: 

"Mewujudkan Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan 
Lingkungan Menuju Masyarakat Kabupaten Bulungan yang 
Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera" 

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan 6 m1s1 pembangunan 

Kabupaten Bulungan sebagaimana berikut : 

1) Me\\lljudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan 

berwibawa. 

2) Mewujudkan percepatan pembangunan wilayah terpencil dan 

tertinggal. 

3) Mewujudkan struktur ekonomi pro rakyat dengan konsep 

pembangunan berkelanjutan. 

4) Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat. 

5) Mewujudkan masyarakat yang berkualitas. 

6) Mewujudkan peningkatan kualitas pada perlindungan sosial dan 

pengentasan kemiskinan. 

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumusan, Pemerintah 

Kabupaten Bulungan menjalankan strategi pokok pembangunan 

Kabupaten Bulungan sebagaimana berikut. 

1) Menciptakan sistem penyelenggaraan tata pemerintahan dan 

pembangunan yang baik, bersih dan berwibawa serta demokratis 
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untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengemban dan 

melaksanakan kewajiban otonomi daerah. 

2) Meningkatkan kemampuan SDM yang memiliki integritas, 

profesional, imtaq dan lptek. 

3) Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi SDA 

yang dapat diperbaharui. 

4) Menyelenggarakan pembangunan daerah yang merata dengan 

pendekatan wilayah. 

5) Pemberdayaan masyarakat dengan menggalakkan program ekonomi 

kerakyatan yang berbasis agribisnis dan agriindustri yang berwawasan 

lingkungan. 

6) Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur untuk membuka 

isolasi wilayah yang terbelakang, terpencil dan daerah pedalaman. 

Visi, misi, dan strateg tersebut kemudian dilaksanakan dalam 4 

agenda pembangunan Kabupaten Bulungan sebagaimana berikut : 

l) Meningkatkan pembangunan SOM yang berkualitas. 

2) Meningkatakan pembangunan ekonomi dalam arti luas. 

3) Mewujudkan percepatan pernbangunan infrastruktur. 

4) Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa dan 

demokratis. 

2. Deskripsi Dinas Kehutanan Kabupatcn Bulungan 

a. Profil Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan 

Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan sebagai salah satu instansi 

teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang dibentuk 
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melalui Keputusan Bupati Bulungan Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan. 

Regulasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 

18 Tahun 2008 tanggal 9 April 2008 tentang Pembentukan Organisasi 

Dinas Daerah Kabupaten Bulungan dan Kebijakan Otonomi Daerah 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Selain itu keluarnya Peraturan Bupati Bulungan 

Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan melengkapi 

aturan organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan. Hal ini semakin 

mempertegas adanya proses pelimpahan kewenangan yang lebih luas 

untuk mengatur sendiri rumah tangga daerahnya. 

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan kehutanan di 

Kabupaten Bulungan, maka salah satu aspek penentu keberhasilan yang 

perlu mendapat perhatian adalah tersedianya suatu rencana yang 

merupakan proses pembuatan keputusan yang sistematis dan 

berkelanjutan dengan memanfaatkan segenap sumber daya tersedia yang 

bersifat indikatif dan antisipatif serta dapat diukur tingkat 

keberhasilannya dalam rangka menjawab tuntutan perkembangan baik 

dalam Jingkungan internal maupun ekstemal. Oleh karena itu, diperlukan 

adanya keseriusan untuk secara terus-menerus melakukan perubahan ke 

arah perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga mampu 

42708.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



82 

menunjukan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian 

hasil-hasil pembangunan kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Mengingat urusan kehutanan menyangkut hajat hidup orang 

banyak dan tidak dapat dimonopoli oleh kelompok tertentu sehingga 

bersifat lintas kabupaten/kota, daerah bahkan negara, maka dalam 

merumuskan isu-isu strategis yang akan ditampilkan sebagai strategi 

yang digunakan harus mampu memaksimalkan keunggulan kompetitif 

(competitive advantage), namun dilain pihak mampu meminimalkan 

kelemahan kompetitif (competitive disadvantage). Untuk menjawab 

berbagai persoalan di bidang kehutanan yang dihadapi dalam era 

reformasi dan globalisasi saat ini maka jajaran Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan membutuhkan tersedianya sebuah rencana strategis 

yang akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan 

bersama dalam kurun waktu tertentu dengan selalu memperhitungkan 

kekuatan, kelemahan, peluang dan acaman yang akan atau mungkin 

timbul. 

b. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Sesuai bagian Ketujuh Pasal 70 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 

10 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Bulungan, maka tugas Dinas Kehutanan dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

1) Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas tugas pokok 

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kehutanan 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 
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2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan koordinasi, pelayanan teknis dan administratif kepada 

seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kehutanan meliputi 

mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program, pengelolaan 

keuangan, pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah 

tangga dan administrasi kepegawaian. 

3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 

mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi 

perencananaan program dan kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan 

serta mengelola urusan keuangan. 

4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola 

surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, 

administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya. 

5) Bidang Perencanaan, Evaluasi Pengusahaan Hutan mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, 

merencanakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan. pemantauan, 

pengendalian, koordinasi, pelaksanaan bidang perencanaan, evaluasi 

pengusahaan hutan meliputi kawasan dan pemetaan hutan serta 

rencana kerja pengusahaan hutan. 

6) Bi dang Produksi dan Bina Hutan mempunyai tugas membantu Kepala 

Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang produksi dan bina 

hutan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, 

pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan bidang 
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produksi dan bina hutan meliputi pemungutan hasil hutan serta 

budidaya dan rehabilitasi hutan. 

7) Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang 

pengolahan dan peredaran hasil hutan, melaksanakan pembinaan, 

pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi 

pelaksanaan pelayanan bidang pengolahan dan peredaran hasil hutan 

meliputi pengolahan hasil hutan serta legalitas peredaran hasil hutan. 

8) Bidang Keamanan dan Penyuluhan Hutan mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang 

keamanan dan penyuluhan kehutanan melaksanakan pembinaan, 

pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan 

pelayanan bidang keamanan dan penyuluhan kehutanan meliputi 

pengamanan dan perlindungan hutan serta hukum dan penyuluhan 

kehutanan. 

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud di atas 

sesuai Paragraf 3 Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan 

diuraikan bahwa Dinas Kehutanan dalam rnelaksanakan tugas pokok 

sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 29, rnenyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan rencana 

strategis yang ditetapkan Pernerintah Daerah; 

b. perurnusan perencanaan, pernbinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

dibidang kehutanan; 
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c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

kehutanan; 

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan; 

e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan; 

g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Dalam Pasal 28 butir f, Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 itu 

jelas bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan juga berfungsi 

melakukan pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Dinas Kehutanan selain pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang 

kehutanan lainnya. 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan masyarakat, Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan ditunjang 

dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2013 dalam Paragraf 4 Pasal 30 

bahwa Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari: 

I) Kepala Dinas 

2) Sekretaris, membawahi: 

a) Sub Bagian Program dan Keuangan 

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3) Bidang Perencanaan, Evaluasi Pengusahaan Hutan, membawahi: 

a) Seksi Kawasan dan Pemetaan Hutan 
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b) Seksi Rencana Kerja Pengusahaan hutan 

4) Bidang Produksi dan Bina Hutan, membawahi: 

a) Seksi Pemungutan Hasil Hutan 

b) Seksi Budidaya dan Rehabilitasi Hutan 

5) Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan, membawahi: 

a) Seksi Pengolahan Hasil Hutan 

b) Seksi Legalitas Peredaran Hasil Hutan 

6) Bidang Keamanan dan Penyuluhan Kehutanan, membawahi: 

a) Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan 

b) Seksi Hukum dan Penyuluhan Kehutanan 

7) Kelompok Jabatan Fungsional. 

8) Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

86 

Dalam Paragraf 2 Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 

2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Bulungan, dijelaskan bahwa Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kehutanan 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 
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Gambar 4.1. 

Bagan Struktur Organisasi 

Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan sesuai PERDA Kabupaten Bulungan 
Nomor 01 Tahun 2013 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIS 

I I 

KELOMPOK I I 
JABATAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN 

FUNGSIONAL PROGRAM DAN UMUM DAN 
KEUANGAN KEPEGA W AIAN 

I I I I 
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG 

PERENC ANAAN, PRODUKSI DAN BINA PENGOLAHAN & KEAMANAN & 
EYALUASI PENGUSA- HUT AN PEREDARAN HASIL PENYULUHAN 

HAAN HUTAN HUT AN KEHUTANAN 

I I I I 
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

KAWASAN DAN PEMUNGUTAN HASIL PENGOLAHAN HASIL PENGAMANAN & 
PEMETAAN HUTAN - HUT AN ,._ HUT AN f-- PERLINDUNGAI" 

HUTAN 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

RENCANA KERJA BUDIDAYA & LEGALITAS HUKUM DAN 
f-- - -

PENYULUHAN PENG US A HAAN REHAB I LIT ASI HUTAN PEREDARAN HASIL 
HUT AN HUT AN KEHUTANAN 

I UPT I 

Sumber Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan 
(2015) 
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c. Sumber Daya Manusia pada Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan 

Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan per 31 Juli 2015 memiliki 

sumber daya manusia aparatur sebanyak 41 orang yang terdiri dari : 31 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 10 tenaga kontrak/honor bulanan. 

Berikut rincian pegawai menurut jenis jabatan dan eselon di Dinas 

Kehutanan Kabupaten Bulungan. 

No 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Tabel 4.2 

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan dan Eselon pada 
Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Tahun 2015 

Jenis Jabatan Eselon 

Kepala Dinas IIb 
Sekretaris Illa 
Kepala Bidang IIIb 
Seksi/Sub Bagian IVa 
Staf Non Eselon 

Jumlah 
(Orang) 

1 
1 
4 
10 
15 

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan 
(2015) 

No 

1. 

2. 

3. 
4. 

Tabel 4.3 

Jumlah Pegawai Menurut Golongan pada 
Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Tahun 2015 

Jenis Golongan Jumlah 
(orang) 

I -

II 6 

III 20 

IV 5 

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan 
(2015) 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Tabel 4.4. 

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan pada 
Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Tahun 2015 

Jenis Pendidikan 

Sekolah Menengah Tingkat Atas/Sederajat 
Diploma/Sarjana Muda 
Sarjana (S 1) 
Sarjana (S2) 
Sarjana (S3) 

89 

Jumlah 
(orang) 

5 
3 
19 
4 
-

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan 
(2015) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui proporsi jumlah pegawai 

Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan berdasarkan jabatan, golongan, 

dan pendidikan. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi, Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan dilengkapi dengan 

sarana dan prasarana berupa Mobil Dinas Toyota Rush, Mobil 

Operasional Estrada, Mobil Hilux Double Cabin, Mobil Hilux Single 

Cabin dan Kendaraan Roda 2 scrta peralatan kerja seperti: Meja, Kursi, 

Lemari, Komputer, Laptop/notebook. Printer, Plotter, GPS, Kamera dan 

LCD Infokus. 

B. Hasil Penelitian 

1. Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi di Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan 

Restrukturisasi merupakan tindakan atau kegiatan untuk merubah 

struktur organisasi dengan tujuan untuk memperbaiki dan memaksimalisasi 

kinerja organisasi. Perbaikan tersebut menyangkut berbagai aspek 
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orgamsast. Restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan 

dilaksanakan melalui implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 

2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas 

Kehutanan Kabupaten Bulungan. Terkait dengan implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan dalam 

restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, Kepala Dinas 

Kabupaten Bulungan menilai bahwa restrukturisasi tidak berjalan seperti 

yang diharapkan. 

Selain itu juga dapat diketahui dari pendapat yang diungkapkan secara 

tidak langsung oleh DPRD sebagaimana kutipan berikut. 

"Restrukturisasi di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan dalam 
artian pengisian posisi/struktur yang belum terisi perlu dilakukan 
untuk penguatan organisasi dan optimalisasi kinerja dinas sebagai 
sebuah institusi. Namun perlu dijadikan pertimbangan tentang 
kewenangan sektor kehutanan di kabupaten untuk ke depannya 
berkenaan dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa sektor 
kehutanan akan menjadi kewenangan penuh pemerintah propinsi 
(DHW-6, 2015)". 

Infonnan lainnya memiliki pendapat yang hampir sama sebagaimana 

kutipan wawancara bcrikut. 

·'Harns diimplementasikan, karena tugas pokok dan fungsinya 
tumpang tindih. Ada struktur UPTD dibentuk sebagai pelaksanaan 
Perda tersebut, namun tidak difungsikan dan sudah 2 tahun tidak 
ada personil yang mengisinya (DHW-2, 2015)". 

Kepala Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan dalam kutipan 

wawancara di atas menyatakan bahwa sampai dengan saat ini, Peraturan 

Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah belum diimplementasikan dengan baik. Hal ini disebabkan 
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adanya tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih. Selama ini, sebagai 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu dibentuk UPTD, namun 

sampai sekarang belum berfungsi sesuai dengan ketetuan yang seharusnya. 

Dalam hal ini, Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengusahaan 

Hutan menilai bahwa permasalahannya terletak pada kebijakannya, yaitu 

pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah sehingga peraturan tersebut harus diganti. Hal 

ini diungkapkan sebagaimana berikut. 

·'Harus dicabut Peraturan Daerahnya, diganti dengan yang baru. 
Karena banyak yang tidak sesuai dengan permasalahan yang 
dihadapi organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan (DHW-
3, 2015) ... 

Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengusahaan Hutan 

berpendapat demikian karena isi kebijakan tersebut banyak yang tidak 

sesuai dcngan pennasalahan terkini yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan. Kondisi inilah yang menyebabkan implementasi 

kebijakan kurang berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana pemyataan 

Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan berikut ini . 

.. Kurang berjalan sebagaimana mestinya. Seksi Penyuluh 
Kehutanan overlapping kewenangan dengan Badan Pelaksana 
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Pembentukan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja UPTD telah dilakukan dan telah ada 
struktumya sesuai Perbup Nomor 27 tahun 2009. Namun 
pengisiannya baru dilaksanakan tahun 2012, tapi setelah Kepala 
UPTD dan Kasubbag TU ikut mutasi ke Pemerintah Propinsi 
Kalimantan Utara pertengahan tahun 2013 tidak segera dilakukan 
pengisian jabatan kembali dan tidak ada kegiatan sama sekali 
sampai dengan sekarang (DHW-4, 2015)". 
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Kepala Bidang Keamanan dan Penyuluhan Kehutanan menyatakan 

pendapat yang hampir sama sebagaimana pemyataan berikut. 

''Kurang berjalan sebagaimana mestinya. Di seksi hukum dan 
penyuluhan hutan misalnya tenaga PPNS tidak ada, sehingga 
tidak bisa menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di lapangan. 
Sarana punya seperti punya mobil patroli, baju pemadam 
kebakaran, namun SDM (personil) tidak dilengkapi (itu yang 
kurangnya). Di seksi Perlindungan Hutan banyak kegiatan 
konservasi, yang didalamnya ada rehabilitasi namun itu 
wewenang oleh Bidang Produksi dan Bina Hutan dalam hal 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Tenaga penyuluh kehutanan sejak 
2014 sudah ada direkrut 6 orang, hanya saja ditempatkan di 
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan bukan di 
Dinas Kehutanan. Sehingga untuk penyuluh kehutanan di 
lapangan menggunakan tenaga penyuluh di Badan Pelaksana 
Penyuluh (DHW-5, 2015)". 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

penempatan pegawai banyak yang tidak sesuai dengan kompetensi dan 

bidangnya. Terkait dengan proses implementasi kebijakan Kepala Dinas 

Kehutanan Kabupaten Bulungan kembali menjelaskan bahwa 

pelaksanaannya kurang konsisten sebagaimana berikut. 

··sudah berjalan, tapi kurang konsisten. Untuk Unit Pclaksana 
Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok Jabatan Fungsional sampm 
sekarang tidak ada personilnya (SDM) (DHW-1, 2015) ··. 

Pemyataan ini sesuai dengan pendapat Kepala Bidang Perencanaan, 

Evaluasi dan Pengusahaan Hutan berikut ini. 

""Pelaksanaannya tidak konsisten. Unit organisasi UPT awalnya saja 
jalan. Namun seiring dengan terbentuknya Pemerintahan Propinsi 
Kalimantan Utara pada pertengahan tahun 2013 banyak yang pindah 
dan tidak ada yang mengurusnya lagi. Ada personil di Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan (minimal Golongan Ill/b) yang tel ah 
memenuhi pangkat untuk mengisi, tidak juga dilantik. Padahal nama 
sudah diusulkan ke BKD dan bagian Organisasi (DHW-3. 2015)'". 

Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan juga memiliki 

pendapat yang sama sebagaimana berikut. 
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"Kurang konsisten. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan 
kelompok J abatan Fungsional sampai sekarang tidak ada/tidak 
diisi personilnya. Usulan pengisian Kepala dan Kasubbag TU 
untuk UPTD wilayah Barat dan UPTD wilayah Timur juga tidak 
dilakukan. Pengisian CPNS ada untuk formasi penyuluh 
kehutanan tapi bertugasnya/penempatannya di Badan Pelaksana 
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan karena 
formasinya diusulkan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan 
Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan (DHW-4, 2015)". 

93 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten 

Bulungan dalam restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan tidak 

berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi karena inkonsistensi 

dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut. Masih ada 

permasalahan yang muncul setelah implementasi kebijakan tersebut. 

Diantara permasalahan tersebut terjadi ketidaksinkronan program antar 

bidang, begitu juga terkait dengan UPTD. Walaupun sudah diusulkan ke 

Sekda namun staf untuk mengisinya juga belum bisa atau dilantik. Dalam 

struktur organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan sudah ada Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok Jabatan Fungsional, namun 

demikian ha! ini tidak dapat terimplementasi karena sampai sekarang tidak 

ada personil dari kedua jabatan tersebut. Terkait dengan pelaksanaan 

restrukturisasi, DPRD Kabupaten Bulungan memberikan penjelasan 

sebagaimana berikut. 

"Proses restrukturisasi dilakukan dengan dua hal, Pertama dengan 
pengisian posisi/j abatan yang kosong, kedua dengan mengadakan 
penyegaran berupa reposisi jabatan internal di Dinas Kehutanan 
(DHW-6, 2015)". 
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Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui, bahwa 

pelaksanaan restrukturisasi seharusnya dilaksanakan melalui pengisian 

posisi/jabatan yang kosong dan mengadakan penyegaran berupa reposisi 

jabatan internal untuk penguatan organisasi dan optimalisasi kinerja dinas 

sebagai sebuah institusi. Namun sampai sekarang belum ada penyegaran 

jabatan khususnya untuk seksi Hukum dan Peyuluhan Kehutanan maupun 

Seksi Perlindungan Hutan sesuai keahlian dan kompetensinya. Informan 

lain yang diwawancarai menuturkan bahwa isi Peraturan Daerah Nomor 01 

Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di 

Din as Kehutanan Kabupaten Bulungan kurang j el as untuk 

diimplementasikan pada restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten 

Bulungan. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten 

Bulungan sebagaimana kutipan wawancara berikut. 

"'Tidak, malahan seringkali terjadi tumpang tindih Tupoksi dengan 
SKPD lain seperti Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan 
Pangan atau Dinas Pertanian (DHW-L 2015)·· 

Kepala Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan JUga 

memberikan pendapat yang sama sebagaimana kutipan berikut. 

"Tidak, Tupoksi masih tumpang tindih, malahan ada pekerjaan 
yang harus ditangani Dinas Kehutanan Kabupaten malah tidak 
tercover (DHW-2, 2015)'". 

Adanya tumpang tindih Tupoksi dengan bidang Jain juga diungkapkan 

oleh Kepala Bidang Keamanan dan Penyuluhan Kehutanan sebagaimana 

kutipan berikut. 

··sebenarnya cukup jelas, namun tumpang tindih dengan Bidang 
lain, apalagi dengan SKPD lebih lagi tumpang tindihnya seperti 
Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan (BPPKP) 
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Kabupaten Bulungan. Namun karena adanya jejaring kerja maka 
masih bisa berjalan searah (DHW-5, 2015)". 

95 

Dalam hal ini, para informan menganggap bahwa isi Peraturan Daerah 

Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan kurang jelas dan justru 

sering menimbulkan tumpang tindih Tupoksi dengan SKPD lainnya. 

Tumpang tindih terutama terjadi dengan Badan Pelaksana Penyuluhan dan 

Ketahanan Pangan maupun dengan Dinas Pertanian terkait dengan persoalan 

perkebunan kelapa sawit. Apabila ada kebakaran hutan dan pembukaan 

lahan (land clearing) dilahan perkebunan kelapa sawit urusan Dinas 

Kehutanan, namun dalam hal pembinaan dan pengawasannya ada di Dinas 

Pertanian. Sehingga bidang perkebunan bisa dibentuk SKPD tersendiri atau 

digabung dengan Dinas Kehutanan. Hal ini menyebabkan informan merasa 

bahwa Peraturan Daerah Nomor 01Tahun2013 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan 

tidak memiliki aturan yang jclas dan tegas dalam pelaksanaan 

restrukturisasi. 

Begitu pula halnya dengan tujuan dari implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan. Informan juga menilai 

bahwa pelaksanaan restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten 

Bulungan tidak memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diungkapkan oleh 
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Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan sebagaimana kutipan 

wawancara berikut. 

"Kurang jelas, seharusnya tujuan dari restrukturisasi ini sendiri 
terencana dan tergambar dalam kebijakannya, dalam Peraturan 
Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan 
(DHW-1, 2015)" 

Permasalahan yang terjadi dalam restukturisasi Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan pada dasamya terjadi karena kurangnya kejelasan 

dalam peraturan yang akan dilaksanakan. Adanya SKPD tersendiri berupa 

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan 

yang mengakomodir semua tugas pokok dan fungsi staf/jabatan fungsional 

penyuluh kehutanan membuat Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan 

termaginalkan dan tidak bisa berbuat banyak dalam memberikan pelayanan 

publik secara optimal kepada masyarakat. Walaupun demikian, pada 

dasamya Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan sendiri sudah siap untuk 

direstrukturisasi. Hal ini dapat diketahui dari adanya sarana dan prasarana 

yang cukup memadai untuk digunakan dalam proses restrukturisasi. 

Terkait dengan prioritas dalam pelaksanaan restrukturisasi Dinas 

Kehutanan Kabupaten Bulungan, berikut pendapat dari Kepala Dinas 

Kehutanan Kabupaten Bulungan. 

··Menyesuaikan dinamika kebutuhan organisasi dengan kebutuhan 
riil publik (DHW-1, 2015)" 

Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengusahaan Hutan 

berpendapat megenai prioritas dalam pelaksanaan restrukturisasi Dinas 

Kehutanan Kabupaten Bulungan sebagaimana berikut. 
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"Konsistensi pelaksanaannya, penjabaran tupoksi juga dipertegas. 
Seperti masalah penyelesaian tumpang tindih lahan di kawasan 
KNBK, kebakaran hutan dan lahan yang tidak tertangani karena 
tidak diberikan sarana dan prasarana (DHW-3, 2015)". 
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Dari kutipan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan 

restrukturisasi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, dalam hal ini 

Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan sendiri, dan juga didasarkan pada 

kebutuhan nyata masyarakat. Restrukturisasi yang dilaksanakan di Dinas 

Kehutanan Kabupaten Bulungan tentunya juga berkaitan dengan dinas-dinas 

lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. Kepala 

Bidang Keamanan dan Penyuluhan Kehutanan berpendapat bahwa 

perencanaan terkait restrukturisasi sudah berjalan dengan baik. Namun 

demikian, tindak lanjut atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana 

yang disusun sebelumnya. Fakta ini dikemukakan pada kutipan wawancara 

berikut. 

··rerencanaan sudah baik, namun tindak lanjutnya yang tidak 
tersusun dan tidak terarah serta kurang dikoordinasikan dcngan 
baik oleh pejabat yang berwenang saat membahas Perda tersebut. 
Seperti Seksi Perlindungan Hutan seharusnya masuk ke Bidang 
Produksi bila menyesuaikan dengan SK Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi (DHW-5, 2015)"". 

Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi antara lain 

Badan Lingkungan Hidup. Bagian Organisasi. Bagian Tata Pemerintahan, 

Bappeda, Sekretaris Daerah, BKD, Badan Pengeleloaan Keuangan dan Aset 

Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Badan Pelaksana 

Penyuluh dan Ketahanan Pangan, dan DPRD Kabupaten. Hal ini 

dikemukakan oleh informan penelitian sebagaimana berikut. 
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'·Badan Lingkungan Hidup, Bagian Organisasi, Bagian Tata 
Pemerintahan, Bappeda dan DPRD Kabupaten (DHW-1, 2015) ". 

"Sekretaris Daerah, Asisten I Bidang Tata Pemerintahan, Bappeda, 
Bagian Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan, BKD, Badan 
Pengeleloaan Keuangan dan Aset Daerah dan DPRD Kabupaten 
(DHW-2, 2015)". 

"Sekretaris Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Bagian Organisasi, 
Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pertanian dan DPRD Kabupaten 
(DHW-3, 2015) Badan Lingkungan Hidup, Bagian Organisasi, 
Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pertanian dan DPRD Kabupaten 
(DHW-4, 2015)". 

"Badan Lingkungan Hidup, Bagian Organisasi, Bagian Tata 
Pemerintahan, Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan, 
BAPPEDA dan DPRD Kabupaten (DHW-5, 2015)". 
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Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan menilai bahwa 

dukungan yang diberikan pemerintah daerah terhadap restrukturisasi Dinas 

Kehutanan Kabupaten Bulungan tergolong cukup. Begitu pula halnya 

dengan pendapat Kepala Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan dan 

Kepala Bidang Keamanan dan Penyuluhan Kehutanan Dinas Kehutanan 

Kahupaten Bulungan. Namun demikian. ada pula informan yang 

menyatakan bahwa tidak ada dukungan dari pemerintah daerah terhadap 

restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan. 

Terkait dengan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan terkait dengan 

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan dalam 

Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten 

Bulungan Tahun 2015, informan dari Kepala Dinas Kabupaten Bulungan 

menyatakan bahwa perlu lebih jelas lagi. Dalam arti, tugas dan wewenang 

Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan perlu dipertegas kembali. Kepala 
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Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten 

Bulungan menyatakan bahwa tugas dan wewenang Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan harus diperjelas melalui restrukturisasi. Oleh karena 

itu restrukturisasi harus segera dilaksanakan. Kepala Bidang Keamanan dan 

Penyuluhan Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan berpendapat 

bahwa tugas dan wewenang Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan belum 

sesuai dengan peraturan yang ada dan juga kurang fleksibel terhadap kondisi 

lingkungan sebagaimana kutipan wawancara berikut. 

"Perlu disesuaikan dengan peraturan yang ada saat ini dan 
harusnya lebih fleksibel dengan keadaan yang ada (DHW-5, 
2015)". 

Secara teknis, pelaksanaan restrukturisasi Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

yaitu Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan. Hal 

ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan. 

Namun demikian, Kepala Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan 

dan Kepala Bidang Percncanaan, Evaluasi dan Pengusahaan Hutan 

berpendapat bahwa pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan sesua1 

dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten 

Bulungan tersebut tidak optimal. Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten 

Bulungan berpendapat bahwa kekurangan tersebut sudah ditindaklanjuti 

melalui Peraturan Bupati. Secara teknis restrukturisasi dinilai terlalu 

birokratis dan lambat. Kepala Bidang Keamanan dan Penyuluhan 
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Kehutanan berpendapat mengenai teknis pelaksanaan restrukturisasi Dinas 

Kehutanan Kabupaten Bulungan sebagaimana kutipan berikut. 

"Disesuaikan dengan kompetensi masing-masing, per bidang yang 
memiliki SOM yang yang berkompetensi keliatannya aman-aman 
aja, bila dibandingkan dengan SOM yang tidak sesuai kompetensi 
sesuai bidangjuga kurang (DHW-5, 2015)". 

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa restrukturisasi 

dilakukan dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi masing-

masing. Hal ini tentunya sangat baik untuk dilaksanakan. Pegawai harus 

ditempatkan pada bidang yang sesuai dengan kompetensinya untuk 

menjamin bahwa tugas pokok dan fungsi pegawai pada masing-masing 

jabatan bisa berjalan dengan baik. 

2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Keberhasilan 

lmplementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi di Dinas 

Kehutanan Kabupaten Bulungan 

Implementasi terhadap suatu kebijakan tentunya dapat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor. Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi di 

Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan terdiri dari tujuan atau sasaran 

kcbijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses 

yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau 

kegiatan, sehingga pada akhimya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai 

dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian 

tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai a tau tidaknya tujuan-tujuan yang 
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mgm diraih. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan 

lmplementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi di Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan sebagai berikut. 

1. Komunikasi 

Komunikasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi dikarenakan melalui komunikasi pembuat keputusan dan 

kebijakan dapat mengetahui apa yang akan dikerjakan (Edwards, 1980). 

Pengetahuan yang mumpuni dari para pengambil kebijakan nantinya 

akan diteruskan kepada sumber daya yang ada, yaitu pelaksana. 

Penerusan informasi menjadi penting, karena menjadi dasar untuk 

menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh para pengambil 

kebijakan. Komunikasi yang terjalin idealnya harus akurat, baik ditingkat 

pembuat keputusan maupun pelaksana. Namun pada kenyataannya 

hambatan yang dijumpai terletak pada proses pelaksanaan komunikasi. 

Demikian pula halnya dengan pembuat kebijakan. Komunikasi yang baik 

antara pihak pelaksana atau bawahan dengan pimpinan, mampu 

mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi di 

Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan. Melalui komunikasi yang 

intensif mampu menyelesaikan permasalahan dan kendala ditingkat 

pelaksana atau lapangan, dengan memperhatikan petunjuk dan masukan 

positif dari pimpinan. Namun berdasarkan hasil wawancara antar bidang 

kurang melakukan komunikasi yang intensif, sehingga sering tumpang 

tindih dalam menerapkan tugas pokok dan fungsi bidang masing-masing. 

Begitu pula halnya antara atasan dan bawahan, sehingga mengganggu 
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pelayan publik kepada masyarakat. Komunikasi yang kurang antar 

bidang dan seksi menyebabkan efektifitas organisasi tidak berjalan 

dengan baik. Apabaila ada masalah jarang dilakukan rapat pembahasan 

internal secara intensif. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya yang dimaksud, yaitu sumber-sumber yang dapat 

mendukung serta menentukan keperhasilan pelaksanaan. Dalam hal 

implementasi ini sumber daya terpenting, adalah sumber penggerak dan 

pelaksana, yaitu manusia. 

Untuk menganalisis Sumber Daya pada Dinas Kehutanan Kabupaten 

Bulungan diawali dengan jumlah pegawai yang ada, baik itu PNS dan 

Non-PNS. Hingga saat ini jumlah keseluruhan pegawai adalah 31 (Tiga 

Puluh Satu) orang. Jumlah minimal pegawai pada Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan diharapkan berjumlah 38 (Tiga Puluh Delapan) 

orang. Jumlah minimal tersebut berclasarkan jumlah Seksi dan Sub­

Bagian yang ada. Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan terdiri atas 1 

Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, masing-masing Sekretariat dan Bidang 

membawahi 2 (dua) Seksi atau Sub-Bagian, dan tiap Sub-Bagian 

minimal memiliki 1 (satu) orang staf pegawai. Namun kenyataannya ada 

beberapa seksi yaitu Seksi Pemungutan Hasil Hutan, Seksi Penyuluhan 

Kehutanan dan Seksi Pengolahan Hasil Hutan tidak memiliki staf 

pegawai sama sekali selama Jebih dari 2 tahun. Kurangnya SOM atau staf 

juga terjadi dalam jabatan struktural UPT Dinas Kehutanan Kabupaten 

42708.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



103 

Bulungan yang belum diisi, dimana adanya jabatan yang tidak diisi oleh 

sumber daya yang profesional dan sesuai kompetensinya. 

Sedangkan secara kompetensi, profesionalisme, dan budaya kerja 

(kualitas) Pegawai yang ada di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten 

Bulungan masih sangat perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan rotasi 

pegawai dan pengisian formasi pada masing-masing bidang dan sub 

bagian yang ada, sehingga pegawai belum terlalu memahami secara 

mendalam mengenai tugas pokok dan fungsinya. Hal ini berdampak pula 

pada implementasinya. 

Hal lain yang mempengaruhi sumber daya dalam keberhasilan 

implementasi, khususnya sumber daya manusia menurut Edward III 

( 1980), adalah biaya. Di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan bi a ya 

yang terkait dengan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun 

sarana prasarana belum mencukupi. Banyak persoalan di bidang 

kehutanan yang harus diselesaiakan dan dicarikan solusi tapi belum 

didukung dukungan biaya yang optimal. Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan, keberhasilan implementasi restrukturisasi di Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan dipengaruhi oleh dukungan biaya, kuantitas 

pegawai dan kualitasnya. Secara kuantitas, jumlah pegawai yang ada 

masih di bawah standar jika dilihat dari jumlah seksi atau sub-bagian. 

Secara kualitas, pegawai yang ada dan yang akan direkrut untuk 

memperkuat formasi pegawai pada Dinas Kehutanan Kabupaten 

Bulungan juga banyak kurang, dimana harus memperhatikan kualitas dan 

profesionalisme yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. 
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3. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi dan organisasi memiliki peranan penting dalam 

keberhasilan implementasi, karena berperan sebagai pembuat kebijakan 

hingga pelaksana dalam suatu sistem atau kegiatan. Bisa saja pelaksana 

sudah melaksanakan disposisi dengan baik, namun terhambat pada 

implementasi birokrasi yang diatur dalam dalam SOP. 

Perangkat organisasi di Kabupaten Bulungan sesuai dengan Peraturan 

Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan dirasakan terlalu besar bila 

dikaitkan dengan ketersediaan potensi daerah sumber daya manusia 

(SOM) yang tersedia maupun faktor -faktor lainnya. Dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi termasuk memiliki sumber daya. Sumber 

daya apa saja yang harus dimiliki dan bagaimana besamya tergantung 

pada tujuan yang ingin di capai. Keberadaan struktur organisasi yang ada 

berdasarkan wawancara yang dilakukan harus dilakukan revisi lagi 

terhadap PERDA Nomor 01 Tahun2103 tentang susunan Organisasi dan 

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan karena tidak sesuai 

dengan perkembangan/kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang ada. 

Adanya struktur organisasi di dalam Dinas Kehutanan seperti seksi 

penyuluhan kehutanan yang harus dihapus karena kewenangan sudah 

diambil alih oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Bulungan. Selain itu Seksi Peredaran Hasil Hutan (Bidang 

Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan) dan Seksi Pemungutan Hasil 

Hutan (Bidang Produksi dan Bina Hutan), seharusnya digabung menjadi 
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1 seksi saja. Selain itu UPTD juga sama sekali tidak berjalan tugas dan 

fungsinya, dikarenakan tidak ada pejabat atau stafnya mesikupun ada 

Peraturan Bupati yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan. 

Hasil analisis menunjukkan, implementasi kebijakan 

restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan belum terlaksana 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Komunikasi, sumber daya, dan 

struktur birokrasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan 

perbaikan, agar implementasi restrukturisasi pada Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan dapat berjalan optimal. Meskipun ketiga hal 

tersebut menjadi fokus utama perbaikan untuk dapat mengoptimalkan 

pelaksanaan implementasi. Memang semua jabatan struktural eselon llI 

(Kepala Bidang) dan IV (Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian) telah 

diisi personilnya sesuai Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 0 I Tahun 

2103 tentang susunan Organisasi dan dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kahupaten Bulungan, namun masih ada yang tidak sesuai dengan 

keahlian dan kompetensinya. Selain itu disebabkan banyaknya 

kekurangan personil atau sumber daya manusia untuk mengisi level staf 

seksi dan struktur organisasi UPT Dinas sebagaimana hasil wawancara 

yang ada. 

4. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap 

Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap meliputi kesukaran­

kesukaran teknis dan keberagaman perilaku yang diatur. Terkait dengan 

indikator tersebut, pendapat informan terlihat pada tabel. 
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Tabel 4.5 

Penilaian Variabel Mudah atau Tidaknya Masalah yang Akan Digarap 

Informants 
VariabelA Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang 

Framework for Kepala Dinas Pengolahan dan Perencanaan, Sekretaris Keamanan dan 
Policy lndikator (Key Peredaran Hasil Evaluasi dan (Informant) Penyuluhan 

Implementation Informant) Hu tan Pengusahaan Kehutanan 
Analysis (Informant) Hu tan (Informant) 

(Informant) 
DHW-1 DHW-2 DHW-3 DHW-4 DHW-5 

Kesukaran- Sukar. karena Ban yak. karena Sangat sukar. Sukar. karena Sangat sukar. 
Mudah atau kesukaran ad an ya a tu ran teknis bidang karena a tu ran a tu ran birokrasi Lan car namun 
tidaknya masalah Teknis birokrasi (DHW- masih tumpang birokrasinya yang bcrliku tidak optimal 
yang akan I. 2015) tindih. an tar yang berbelit- (DHW-4.2015) (DHW-5. 2015) 
digarap bidang lain tidak belit (DHW-3. 

sinergis dan 2015) 
berkoordinasi 
yang baik 
(DHW-2. 2015) 

Keberagaman Mengikuti aja Tetap Mengusulkan Mengikuti aja. Tergantung 
Perilaku yang sesuai aturan melaksanakan sesuai dengan walaupun bolch sesuai levelnya. 
Diatur yang berlaku aturan koridor dan mengusulkan Untuk kalangan 

(DHW-1. 2015) kepegawaian aturan yang mclalui atasan staf biasa 
sesuai aturan berlaku (DHW- yang berwenang mengikuti aja. 
yang ada (DHW- 3.2015) sesuai kchutuhan sedang yang 
2.2015) dan aturan yang memiliki 

berlaku (DHW- kompetcnsi lebih 
4.2015) jeli melihat 

pcluang yang ada. 
Pegawai 
me1npunya1 
ta ta nan aturan 
kepegawaian 
(DHW-5. 2015) 

Sumber: data hasil wawancara (2015) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan infonnan dari Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan di atas, dapat dipahami kondisi masing-masing indikator 

terhadap implementasi Peraturan Daerah Norn or 0 I Tahun 2013 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Berikut uraian dari masing-masing 

indikator tersebut. 

I) Kesukaran-kesukaran Teknis, 

Kesukaran-kesukaran teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan 

restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan melalui implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
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Kerja Dinas Daerah antara lain disebabkan karena aturan birokrasi. Aturan 

birokrasi dalam pelaksanaan restrukturisasi dinilai sulit dan berbelit-belit. 

Selain itu, teknis antar bidang masih tumpang tindih, tidak sinergis, dan tidak 

berkoordinasi yang baik. 

2) Keberagaman Perilaku yang Diatur 

Keberagaman perilaku yang diatur terkait dengan perilaku pegawai yang 

seharusnya terkait dengan restrukturisasi berdasarkan implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah. Berdasarkan hasil wawancara pada tabel di atas dapat diketahui 

bahwa pegawai harusnya mengikuti saja aturan yang berlaku. Meskipun boleh 

memberikan usul atau pendapat, namun pegawai masih tetap harus berada pada 

koridor peraturan yang berlaku. Wewenang yang dimiliki pegawai untuk 

memberikan pendapat tentunya harus sesuai levelnya. Hal ini disebabkan 

pegawai mempunyai tatanan aturan kepcgawaian. 

Berdasarkan hasil wawancara yang tclah dipaparkan dalam indikator­

indikator di atas dapat diketahui, bahwa variabel mudah atau tidaknya masalah 

yang digarap dalam pelaksanaan restrnkturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten 

Bulungan berdasarkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah tergolong sebagai 

faktor penghambat. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya masih 

dihadapkan pada kesulitan dan kendala utama, yaitu aturan birokrasi yang 

rumit. Tatanan aturan birokrasi memerlukan proses pembahasan yang panjang 

dan perlu waktu yang lama. Selain itu aturan birokrasi selalu berjenjang 

sesuai aturan yang masih berlaku. 
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5. Kernarnpuan Kebijakan Menstruktur Proses Irnplernentasi Secara Tepat 

Kernarnpuan kebijakan rnenstruktur proses irnplernentasi secara tepat 

terkait dengan beberapa indikator, yaitu kecermatan dan kejelasan 

penJenJangan tujuan-tujuan resrn1 yang akan dicapai, keterpaduan hirarki di 

dalarn lingkungan dan diantara lernbaga-lernbaga atau instansi-instansi 

pelaksana. 

Terkait dengan indikator-indikator tersebut, rnaka pendapat informan 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.6 

Kernarnpuan Kebijakan Menstruktur Proses Irnplernentasi Secara Tepat 

Informants 

Kcpala Dinas Kcpala Bidang Kepala Bidang Sekretaris Kepala Bidang 
Variabel A (KEY Pcngolahan Pcrencanaan, (Informant) Keamanan dan 

Framework for INFORMANT) dan Percdaran Evaluasi dan Penyuluhan 
Policy lndikator Hasil Hutan Pengusahaan Kehutanan 

Implementation (Informant) Hutan (Informant) 
Analysis (Informant) 

DHW-1 DllW-2 DHW-3 DHW-4 DHW-5 

Kemampuan Kecennatan dan Kurang Jelas f\1enggantung Sctengah jalan. Baru setengah Tidak hefJalan 
Kehijakan kcjelasan Apalagi dcngan iDHW-2.2015\ menggantung jalan. helum sehagaimana 
Menstruktur penjenjangan adanya LILI dan kurang selesai. perlu mestinya. Karena 
Proses tujuan-tujuan Pcmda No1nor serius (DHW-3. disikapi dan level dihawah 
lmplcmcntasi resmi yang akan 23 tahun 2014 2015) diseriusi. mengajukan namun 
Secara T epat dicapai (DHW-1, 2015) Apalagi dengan level diatas tidak 

adanya nan ti melaksakan 
pemberlakuan ( mcnggantung) 
LIU Pemda (DHW-5, 2015) 
Nomor 23 tahun 
2014 yang 
efektif bcrlaku 
bu Ian Oktober 
2016 (DHW-4, 
2015) 

Keterpaduan Harus saling Persiapan untuk Saling Harus saling Harus saling 
hirarki di dalam koordinasi dan pcnentuan mendukung mendukung mendukung ( DHW-5, 
lingkungan dan mendukung model (DHW-3. 2015) (DHW-4. 2015) 2015) 
diantara ([)HW-1.2015) organisasi 
lembaga- (hL,llUk dan 
lembaga atau pilihan), 
instansi-instans1 pcrsonil dan 
pelaksana pembiayaan 

(DHW-2.2015) 

42708.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



109 

Berikut uraian dari masing-masing faktor tersebut. 

1) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai 

Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan 

dicapai terkait dengan kejelasan dari restrukturisasi Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa 

tidak ada kejelasn mengenai tujuan dan pelaksanaan restrukturisasi terkait 

dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan. Informan menilai bahwa restrukturisasi dilaksanakan 

secara setengah-setengah sehingga tidak akan mencapai hasil yang maksimal. 

2) Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau 

instansi-instansi pelaksana 

Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga 

atau instansi-instansi pelaksana terkait dengan hubungan antara dinas terkait 

dalam restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan 

Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan. Berdasarkan hasil 

wawancara diketahui bahwa dinas terkait harus saling berkoordinasi. Selain itu 

juga harus melaksanakan persiapan untuk penentuan model organisasi (bentuk 

dan pilihan), personil dan pembiayaan. Sampai dengan saat ini diketahui bahwa 

belum ada koordinasi yang baik antara dinas terkait. Hal ini disebabkan 

kurangnya kejelasan dalam regulasi yang diimplementasikan. 
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6. Variabel-variabel diluar Undang-undang yang Mernpengaruhi Irnplernentasi 

Variabel-variabel diluar undang-undang yang rnernpengaruhi 

irnplernentasi kebijakan terkait restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten 

Bulungan berkaitan dengan dukungan publik, sikap dan surnber-surnber yang 

dirniliki kelornpok rnasyarakat, dan kesepakatan dan kernarnpuan 

kepernirnpinan para pejabat pelaksana. Kondisi rnasing-rnasing indikator 

tersebut dapat diketahui dari tabel berikut. 

Tabel 4.7 

Variabel-variabel diluar Undang-undang yang Mernpengaruhi Irnplernentasi 

Variabel A 
Framework for 

Policy 
Implementation 

Analysis 

lndikator 

Dukungan dan 
sikap 
masyarakat 

Kesepakatan dan 
kemampuan 
kcpemimpinan 
para pcjabat 
pelaksana 

Kepala Dinas 
(KEY 

INFORMANT) 

DHW-1 

Kurang direspon. 
Masyarakat kurang 
paham dengan 
proses 
restrukturisasi yang 
ada (DHW-1. 
2015) 

Agak lam bat. 
karena harus hati­
hati dengan 
mempertimbangkan 
bcrbagai aspek 
iDHW-1. 2015) 

Kepala Bidang 
Pengolahan dan 

Pereda ran 
Hasil Hulan 
(Informant) 

DHW-2 

Kurang efktif 
dan birokratis 
(DHW-2, 2015) 

Bel um bisa 
memanjemen 
dcngan baik dan 
kadang 
membingungkan 
dikarenakan 
SDM yang 
mencmpati tidak 
sesuai dengan 
latar bclakang 
pendidikan 
teknis kehutanan 
(the wrong man 
on the wrong 
place) (DHW-2, 
2015) 

Informants 

Kepala Bidang 
Perencanaan, 
Evaluasi dan 
Pengusahaan 

Hu tan 
(Informant) 

DHW-3 

Kurang direspon 
sepcnuhnya dan 
tidak efcktir 
(DHW-3. 2015) 

Tidak ada 
respon. kurang 
peduli terhadap 
bawahan, sering 
misn1anajemen 
dan karena 
pimpinan yang 
mcnempati 
bukan orang 
teknis (DHW-3, 
2015) 

Sekretaris 
(Informant) 

DHW-4 

Kurang direspon 
sepenuhnya. 
Masyarakat 
tahunya ada 
keluhan. 
penna5>alahan 
ataupun urusan 
bisa J1tangarn 
segera. Anpa 
mcmandang 
struktur bidang 
siapa yang 
berwenang 
(DHW-4. 2015) 

Kurang 
mcrespon. jadi 
biasa aja Sclain 
itu komunikasi 
juga kurang 
(jarang rapat) 
anrnra bawahan 
dcngan atasan 
dan kurang 
memahami 
tupoksi masing­
masing bidang 
teknis yang ada 
dalam struktur 
Dinas 
Kehutanan 
Kabupaten 
Bulungan 
(DHW-4. 2015) 

Kepala Bidang 
Keamanan dan 

Penyuluhan 
Kehutanan 
(Informant) 

DHW-5 

Menu rut 
masyarakat 
terbalik, 
sepcrtinya masih 
kurang tertata 
(DHW-5. 20151 

Kurang 
mcn:spon. jadi 
h1asa aja. 
Karena bukan 
orang teknis dan 
pcngalaman di 
teknis lamanya. 
jadi 
manajemennya 
biasanya aJa 
(DHW-5, 2015) 
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ln<likator pada tabel di atas diuraikan sebagaimana berikut. 

1) Dukungan publik dan sikap serta sumber-sumber yang dimiliki 

kelompok masyarakat 

Sikap dari masyarakat tentunya juga berkaitan implementasi suatu 

kebijakan. Begitu pula halnya dengan restrukturisasi Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas 

Kehutanan Kabupaten Bulungan. Hasil wawancara di atas 

menunjukkan bahwa masyarakat tidak terlalu merespon pelaksanaan 

restrukturisasi dengan sepenuhnya. Masyarakat hanya melihat 

kepentingannya terhadap orgamsas1 tanpa memandang struktur 

organisasi dan siapa yang berwenang. Namun demikian, hal ini 

seharusnya dipahami sebagai kebutuhan masyarakat untuk memperoleh 

pelayanan yang lebih baik melalui restrukturisasi. 

2) Kesepakatan dan kemampuan kepernirnpinan para pejabat pelaksana 

Kesepakatan dan kemampuan kepernimpinan para pejabat 

pelaksana juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan dalam pelaksaan restrukturisasi Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 

kepemimpinan masih menjadi faktor penghambat dalam restrukturisasi. 

Hal ini disebabkan pimpinan juga kurang merespon implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi 
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dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan. 

Selain itu, komunikasi antara bawahan dengan atasan juga kurang serta 

atasan kurang memahami tupoksi masing-masing bidang teknis yang 

ada dalam struktur Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa restrukturisasi yang 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan belum terlaksana dengan baik. Restrukturisasi yang 

dilaksanakan kurang berjalan sesuai dengan harapan. Proses implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan juga belum 

konsisten. Hal ini disebabkan masih adanya kendala yang ditemui terkait dengan 

pelaksanaan restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan sesuai 

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan. Adapun kendala 

yang ditemui pada dasamya terkait dengan aturan birokrasi yang cukup rumit. 

Aturan ini yang menyebabkan lambatnya proses perbaikan maupun kelengkapan 

pejabat/staf yang akan mengisi posisi di jabatan struktural tersebut. 

Dalam pelaksanaan restrukturisasi dibentuk beberapa jabatan tertentu, 

akan tetapi dari Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten 

Bulungan pertama kali diimplementasikan sampai dengan saat ini ada beberapa 

jabatan yang belum dilakukan pengisian terhadap jabatan tersebut. Contohnya 
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pejabat struktural UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan selama 2 tahun 

tidak dilakukan pengisian personel, maka otomatis pembiayaan anggaran juga 

tidak ada. Untuk mengisi kekosongan pejabat tersebut, Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan telah berkoordinasi dengan BKD Kabupaten Bulungan yang 

ditegaskan dalam Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Nomor : 

522/368.1/Dishut-lNll/2013 perihal Usulan Promosi Dalam Jabatan Struktural, 

namun atas pertimbangan syarat dan standar kompetensi jabatan dan kekurangan 

pegawai pada Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan maka pejabat definitif 

hingga saat ini belum ditetapkan. 

Padahal UPTD, baik UPTD Wilayah Barnt maupun UPTD Wilayah 

Timur sangat penting sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

dari Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan serta untuk melayani masyarakat dan 

mengatasi apabila ada pennasalahan secara langsung dilapangan. Selain itu 

adanya jabatan struktural Dinas Kehutanan yang kurang memilki keahlian dan 

kompetensi teknis di bidang kehutanan. Belum lagi tumpang tindih kewenangan 

antar bidang dan antar seksi didalam struktur organisasi Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan sendiri. Masalah overlapping job yang terjadi pada 

organisasi Dinas Kehutanan sering dibiarkan saja dan berlaru-larut, membuat 

pegawai yang bersangkutan kurang bersemangat, merasa tidak jelas pekerjaannya, 

tidak adil, kecewa dan terjadi persaingan kerja terselubung. Hal ini membawa 

suasana kerja yang tidak kompetitif dan kondusif sehingga prestasi kerja tidak 

maksimal lagi, menyebabkan tidak efektif dan efisiennya organisasi Dinas 

Kehutanan Kabupaten Bulungan. 
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Dengan kata lain, restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan 

tidak berjalan dengan optimal. Padahal, apabila dilihat dari faktor sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana untuk 

melaksanakan restrukturisasi sudah cukup memadai. Pada era desentralisasi 

sekarang ini, pemerintah daerah diberi kebebasan yang luas untuk menyusun 

organisasinya sendiri. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, 

karena di sini masalah-masalah yang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di 

lapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi kebijakan. 

Kurang optimalnya restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan 

tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor 

penghambat yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.8. 

Faktor Pendukung dan Penghambat Restrukturisasi 

No Variabel Indikator Keteran2an Kesimpulan 
I Komunikasi Kurang intensi r dilakukan Pcnghambat 
2 Sumber daya SDM/Personil kurang Pcnghambat 
3 Struktur Birokrasi Struktur organisasi ada, tapi tidak Penghambat 

semua jabatan terisi dan aturan 
birkrasi rumit. 

4 Mudah atau Kesukaran-kesukaran Teknis Sukar. karena adanya aturan Penghambat 
tidaknya birokrasi 
masalah yang Tingkat dan Ruang Lingkup Tingkat Kabupaten saja Pendukung 
akan digarap Pcrubahan Perilaku yang 

Dikehendaki 
5 Kemampuan Kecem13tan dan kejelasan Ku rang jelas. Apalagi dengan Penghambat 

Kebijakan penjenjangan tujuan-tujuan resmi adanya uu Pemda Nomor 23 
Menstruktur yang akan dicapai tahun 2014 
Proses Keterpaduan hirarki di dalam Harus saling koordinasi dan Penghambat 
Implementasi lingkungan dan diantara mendukung 
Secara T epat lembaga-lembaga atau instansi-

instansi pelaksana 
6 Variabel- Dukungan dan sikap masyarakat Ku rang direspon. Masyarakat Penghambat 

variabel diluar kurang paham dengan proses 
Undang-undang restrukturisasi yang ada. 
yang Kesepakatan dan kemampuan Kurang merespon, jadi biasa aja. Penghambat 
Mempengaruhi kepemimpinan para pejabat Karena bukan orang teknis dan 
Implementasi pelaksana pengalaman di teknis lamanya, 

jadi manajernennya biasanya saJ3 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan 

restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan melalui implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah cukup banyak faktor yang menghambat. Adapun faktor-faktor 

yang menghambat restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan antara 

lain faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, kesukaran-kesukaran 

teknis, kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan 

dicapai, keterpaduan hirarki di dalam lingkungan, tidak adanya dukungan dan 

sikap masyarakat yang kurang responsif, serta kesepakatan dan kemampuan 

kepemimpinan para pejabat pelaksana yang masih dinilai kurang. Faktor yang 

mendukung dalam restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan antara 

lain Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki. 

Dari hasil penelitian 1111 maka dapat dikatakan bahwa untuk 

mengimplementasikan kebijakan agar lebih baik dapat dilakukan dengan upaya 

meningkatkan faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan organisasi 

secara bersama-sama, selain faktor mudah atau tidaknya masalah yang akan 

digarap, kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat dan 

variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi juga 

turut berpengaruh. 
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BABY 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten 

Bulungan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 

Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

belum terlaksana dengan baik dan belum optimal. Hal ini disebabkan masih 

adanya kendala yang ditemui yaitu komunikasi, keterbatasan pegawai dan 

pada dasamya terkait dengan aturan birokrasi yang cukup rumit. Karena 

penyusunan, pelaksanaan dan revisi Peraturan Daerah bukan merupakan 

sesuatu yang mudah, dimana memerlukan pertimbangan, pemikiran dan 

proses didalamnya oleh pengambil kebijakan. 

2. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi 

keberhasilan restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan yang 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yaitu: 

a. Faktor pendukung: Tingkat dan Ruang Lingkup Pcrubahan Perilaku yang 

Dikehendaki. 

b. Faktor penghambat: Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, 

kesukaran-kesukaran teknis, Kecermatan dan kejelasan penjenjangan 

tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai, keterpaduan hirarki di dalam 
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lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi 

pelaksana, tidak adanya dukungan dan sikap masyarakat yang kurang 

responsif, serta kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat 

pelaksana yang masih dinilai kurang. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan peneliti terkait dengan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Pemerintah Kabupaten Bulungan diharapkan responsif dan tanggap dalam 

menyikapi aspirasi usulan perubahan struktur maupun pengisian personil 

struktural di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan sebagai bahan 

pertimbangan utama dalam penentuan model atau pola struktur organisasi. 

2. Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan diharapkan mampu menyelesaikan 

dan melakukan upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam 

pelaksanaan Restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan yang 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Upaya yang 

dapat dilakukan antara lain memperkuat organisasi dari segi internal agar 

komunikasi dapat berjalan lebih efektif, memaksimalkan sumber daya 

pegawai yang ada dan menyederhanakan regulasi/aturan dalam rangka 

peningkatan pelayanan publik. 

3. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan yang 

diterapkan sekarang ini harus segera ditinjau kembali melalui rev1s1 

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan 
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Tata Kerja Dinas Daerah, sebab banyak terjadi tumpang tindih tupoksinya 

dan untuk menyesuaikan dengan perubahan aturan baru dari segi 

kewenangan sesuai Undang-undang Pemerintahan Daerah baru yang akan 

berlaku. 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melaksanakan penelitian lanjutan 

dan memperbaiki kekurangan dan keterbatasan dari penelitian ini dengan 

meneliti tentang pola struktur organisasi yang sesuai bagi Dinas 

Kehutanan Kabupaten Bulungan. 
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LAMPIRAN 1 

PANDUAN WAWANCARA 
(Untuk Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan) 

A. ldentitas Informan 

Nama 
Pangkat/Golongan 
Jabatan 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimanakah menurut Anda mengenai implementasi Peraturan Daerah 
Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan dalam Pelaksanaan 
Restrukturisasi Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Tahun 
2015? 

2. Bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan Tahun 2015? 

3. Apakah isi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten 
Bulungan memiliki kejelasan terkait dengan restrukturisasi Dinas Kehutanan? 

4. Apakah dalam Peraturan Daerah Nornor 0 I Tahun 2013 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten 
Bulungan tercantum jelas aturan terkait dengan restrukturisasi Dinas 
Kehutanan? 

5. Apakah implernentasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan dalarn Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan Tahun 2015 merniliki tujuan yang jelas? 
Mohon jelaskan tujuan teersebut. 

6. Apakah sarana yang dibutuhkan dalam Peraturan Daerah Nornor 01 Tahun 
2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan dalam Pelaksanaan Restrukturisasi 
Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Tahun 2015 sudah 
memadai? 
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7. Apakah yang menjadi prioritas dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 
Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di 
Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan dalam Pelaksanaan Restrukturisasi 
Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Tahun 2015? 

8. Dinas apa saja yang terlibat dalam restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten 
Bulungan? 

9. Apakah Dinas Kehutanan memperoleh dukungan yang kuat dari Pemerintah 
Daerah untuk Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten 
Bulungan dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan Tahun 2015? 

10. Bagaimanakah tugas dan wewenang Dinas Kehutanan terkait dengan 
Peraturan Daerah Nomor 01Tahun2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan dalam 
Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten 
Bulungan Tahun 2015? 

11. Bagaimanakah teknis pelaksanaan restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten 
Bulungan sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten 
Bulungan? 

12. Adakah kesukaran yang ditemukan dalam restrukturisasi Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan? 

13. Bagaimanakah pegawai seharusnya berperilaku terkait dengan restrukturisasi 
Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 
Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di 
Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan? 

14. Siapa sajakah yang mcnjadi sasaran dalam restrukturisasi Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan? 

15. Sampai manakah ruang lingkup restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten 
Bulungan sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten 
Bulungan? 

16. Menurut Anda, bagaimanakah kej elasan dari restrukturisasi Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang 
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Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan? 

17. Apakah restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan sesuai 
Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan sudah tepat 
dilaksanakan? 

18. Bagaimanakah mengenai pendanaan dari restrukturisasi Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan? 

19. Bagaimanakah hubungan antara dinas terkait dalam restrukturisasi Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 
2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan? 

20. Bagaimankah aturan yang diberlakukan dalam restrukturisasi Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 
2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan? 

21. Adakah kesepakatan diantara para pejabat terkait dengan restrukturisasi Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 
2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan? 

22. Adakah pihak luar yang terkait dengan restrukturisasi Dinas Kchutanan 
Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan? Mo hon jelaskan. 

23. Adakah kaitan antara kondisi sosial dengan restrukturisasi Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 ten tang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan? 

24. Adakah kaitan antara kondisi ekonomi dengan restrukturisasi Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 
2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan? 

25. Adakah kaitan antara kondisi politik dengan restrukturisasi Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan? 
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26. Adakah kaitan antara kondisi kernajuan teknologi dengan restrukturisasi Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Daerah Nornor 01 Tahun 
2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan? 

27. Bagairnanakah respon dan sikap rnasyarakat terhadap restrukturisasi Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Daerah Nornor 01 Tahun 
2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan? 

28. Bagairnanakah kernarnpuan pirnpinan dalarn pelaksanaan restrukturisasi Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Daerah Nornor 01 Tahun 
2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan? 

Keterangan : 

Judul TAPM/Tesis adalah Irnplernentasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi 
di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan. 

TERIMA KASIH 
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LAMPIRAN 2 

PANDUANWAWANCARA 
(Untuk DPRD Kabupaten Bulungan) 

A. Identitas Informan 

Nama 
Jabatan 
Instansi 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimanakah menurut Anda Restrukturisasi Organisasi Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan Tahun 2015? 

2. Bagaimana proses Restrukturisasi Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten 
Bulungan Tahun 2015? 

3. Apakah isi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten 
Bulungan memiliki kejelasan terkait dengan restrukturisasi Dinas Kehutanan? 

4. Apakah dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten 
Bulungan tercantum jelas aturan terkait dengan restrukturisasi Dinas 
Kehutanan? 

5. Apakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan Tahun 2015 memiliki tujuan yang jelas? 
Mohon jelaskan tujuan tcrsebut. 

6. Apakah sarana yang dibutuhkan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 
2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas 
Kehutanan Kabupaten Bulungan dalam Pelaksanaan Restrukturisasi 
Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Tahun 2015 sudah 
memadai? 

7. Apakah yang menjadi prioritas dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 
Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di 
Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan dalam Pelaksanaan Restrukturisasi 
Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Tahun 2015? 

8. Dinas apa saja yang terlibat dalam restrukturisasi Dinas Kehutanan Kabupaten 
Bulungan? 
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9. Apakah Dinas Kehutanan memperoleh dukungan yang kuat dari Pemerintah 
Daerah untuk Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Dinas Kehutanan Kabupaten 
Bulungan dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bulungan Tahun 2015? 

10. Apakah Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten 
Bulungan Tahun 2015 merupakan suatu prioritas yang harus dilaksanakan? 
Mengapa? 

Keterangan : 

Judul T APM/Tesis adalah Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi 
di Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan. 

TERIMA KASIH 
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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BULUNGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

NOMOR 01 TAHUN 2013 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH 
KABUPATENBULUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BULUNGAN, 

a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka 
dipandang perlu melakukan perubahan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 
Bulungan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Bulungan; 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3839); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 
Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia tahun 2011 Nomor 694); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor l); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulungan Tahun 2008 Nomor 2); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KA.BUPATEN BULUNGAN 

dan 

Menetapkan 

BUPATIBULUNGAN 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan se bagai Unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

5. Bupati adalah Bupati Bulungan. 

6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Bulungan. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 

8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah. 

9. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas Daerah. 

10. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka 
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/ a tau keterampilan untuk 
mencapai tujuan organisasi. 

BAB II 

PEMBENTUKAN DINAS DAERAH 

Pasal 2 

( 1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Bulungan. 

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 

a. Dinas Pendidikan; 
b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 
c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah; 
e. Dinas Pekerjaan Umum; 
f. Dinas Kesehatan; 
g. Dinas Kehutanan; 
h. Dinas Pertanian; 
i. Dinas Perikanan dan Kelautan; 
J· Dinas Pertambangan dan Energi; 
k. Dinas Sosial; 
1. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah 

Kebakaran; 
m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
n. Dinas Pendapatan Daerah; dan 
o. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. 

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
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BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Dinas Pendidikan 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 3 

( 1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang 
pendidikan. 

(2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui SEKDA. 

Paragraf 2 

Tugas Pokok 

Pasal 4 

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Paragraf 3 

Fungsi 

Pasal 5 

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4, menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan sesuai dengan rencana 

strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; 
b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

dibidang pendidikan; 
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

pendidikan; 
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan; 
e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 
f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan; 
g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Paragraf 4 

Susunan Organisasi 

Pasal 6 

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
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c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan : 

1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga 
Kependidikan; 

2. Seksi Sarana dan Prasarana. 

d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan : 

1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga 
Kependidikan; 

2. Seksi Sarana dan Prasarana. 

e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, membawahkan: 

1. Seksi PAUD; 

2. Seksi Kesetaraan dan Dikmas. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

Bagian Kedua 

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika 

Paragraf 1 

(1) 

Kedudukan 

Pasal 7 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
pelaksana otonomi daerah dibidang 
informatika. 

Informatika merupakan unsur 
perhubungan, komunikasi dan 

(2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. 

Paragraf 2 

Tugas Pokok 

Pasal 8 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang perhubungan, komunikasi 
dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Paragraf 3 

Fungsi 

Pasal 9 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas 
pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan 

informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah 
Dae rah; 

b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 
dibidang perhubungan; 

c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 
dibidang komunikasi dan informatika; 

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 
perhubungan, komunikasi dan informatika; 
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e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan 
informatika; 

f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 
g. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika; 
h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; 
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Paragraf 4 

Susunan Organisasi 

Pasal 10 

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri 
dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan : 

1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat; 

2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat. 

d. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai, membawahkan: 

1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan; 

2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan. 

e. Bidang Perhubungan Udara, membawahkan: 

1. Seksi Angkutan dan Keselamatan Penumpang; 

2. Seksi Teknik Bandara dan Fasilitas Bandara. 

f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan: 

1. Seksi Komunikasi; 

2. Seksi Pos Telekomunikasi dan Informatika. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

Bagian Ketiga 

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 11 

( 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi 
daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi. 

(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Bupati melalui SEKDA. 
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Paragraf 2 

Tugas Pokok 

Pasal 12 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan Pemerintahan Daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan 
asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Paragraf 3 

Fungsi 

Pasal 13 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai 
dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; 

b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 
dibidang tenaga keria; 

c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 
dibidang transmigrasi; 

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tenaga 
kerja dan transmigrasi; 

e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi; 
f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 
g. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi; 

h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; 
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Paragraf 4 

Susunan Organisasi 

Pasal 14 

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Perancanaan dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahkan : 

1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; 

2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan. 

d. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, membawahkan: 

1. Seksi Pelatilhan dan Produktivitas Naker; 

2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja. 

e. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT), 
membawahkan : 

1. Seksi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi; 

2. Seksi Penempatan Transmigrasi. 
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f. Bi dang Pem binaan, Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi, 
membawahkan : 

1. Seksi Usaha Ekonomi dan Kerjasama Swasta; 

2. Seksi Sosial Budaya dan Peningkatan Status UPT. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

Bagian Keempat 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 15 

( 1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM merupakan unsur 
pelaksana otonomi daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan 
UMKM. 

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. 

Paragraf 2 

Tugas Pokok 

Pasal 16 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perindustrian, perdagangan, 
koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Paragraf 3 

Fungsi 

Pasal 17 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan 
tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan 
UMKM sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; 

b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 
dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM; 

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 
perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM; 

d. pembinaan dan pelaksansan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, 
koperasi dan UMKM; 

e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 
f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, 

Perdagangan Koperasi dan UMKM; 
g. pembinaan Kelompok J abatan Fungsional; 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuru dengan tugas dan 

fungsinya. 
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Paragraf 4 

Susunan Organisasi 

Pasal 18 

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 
terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan: 

1. Sub Bagian Perancanaan dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri, membawahkan: 

1. Seksi Industri Kecil dan Menengah; 

2. Seksi Industri Agro dan Kimia; 

3. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Telematika dan Aneka. 

d. Bidang Bina Perdagangan, membawahkan: 

1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri; 

2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; 

3. Seksi Perlindungan Konsumen. 

e. Bidang Bina Koperasi dan UMKM, membawahkan: 

1. Seksi Kelembagaan Koperasi; 

2. Seksi Usaha Koperasi; 

3. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

f. Kelompok J abatan Fungsional; dan 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

Bagian Kelima 

Dinas Pekerjaan Umum 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 19 

( 1) Dinas Pekerjaan Um um merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang 
pekerjaan umum. 

(2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui SEKDA. 

Paragraf 2 

Tugas Pokok 

Pasal 20 

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan 
tu gas pem ban tu an. 
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Paragraf 3 

Fungsi 

Pasal 21 

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum sesuai dengan rencana 

strategis yang ditetapkan Pernerintah Daerah; 
b. perurnusan, perencanaan, pernbinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

dibidang pekerjaan urnurn; 
c. penyelenggaraan urusan pernerintahan dan pelayanan urnurn dibidang 

pekerjaan urnum; 
d. pernbinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan urnurn; 
e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 
f. pernbinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umurn; 
g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Paragraf 4 

Susunan Organisasi 

Pasal 22 

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, rnembawahkan: 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Bina Marga, rnernbawahkan: 

1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 

2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; 

3. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan. 

d. Bidang Pengairan, membawahkan : 

1. Seksi Pernbangunan lrigasi 

2. Seksi Pernbangunan Bangunan Air; 

3. Seksi Pemeliharaan, Operasional dan Bina Manfaat. 

e. Bidang Cipta Karya, membawahkan: 

1. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Tata Bangunan Gedung; 

2. Seksi Perencanaan Bangunan Gedung; 

3. Seksi Penataan Ruangan. 

f. Bidang Sarana Lingkungan, rnembawahkan: 

1. Seksi Sarana Lingkungan Pemukirnan; 

2. Seksi Penataan Lingkungan Pernukirnan; 

3. Seksi Sarana Air Bersih. 

g. Kelornpok Jabatan Fungsional; dan 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
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Bagian Keenam 

Dinas Kesehatan 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 23 

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang 
kesehatan. 

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada dibawah clan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui SEKDA. 

Paragraf 2 

Tugas Pokok 

Pasal 24 

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan 
Daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Paragraf 3 

Fungsi 

Pasal 25 

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24, menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis 

yang ditetapkan Pemerintah Daerah; 
b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

dibidang kesehatan; 
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

kesehatan; 
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan; 
e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan; 
g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Paragraf 4 

Susunan Organisasi 

Pasal 26 

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan: 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan : 

1. Seksi Jaminan Kesehatan; 

2. Seksi Tenaga dan Sarana; 

3. Seksi Farmakmin dan Alat Kesehatan. 
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d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan: 

1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan; 

2. Seksi Kesehatan Khusus; 

3. Seksi Kesehatan Daerah Terpencil, Tertinggal dan Perbatasan, dan Pelayanan 
Orang Miskin. 

e. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan: 

1. Seksi Kesehatan Keluarga; 

2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan; 

3. Seksi Gizi. 

f. Bidang Pengelolaan Masalah Kesehatan, membawahkan: 

1. Seksi Pengendalian Penyakit; 

2. Seksi Wabah dan Bencana; 

3. Seksi Pembinaan Lingkungan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

Bagian Ketujuh 

Dinas Kehutanan 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 27 

(1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang 
kehutanan. 

(2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui SEKDA. 

Paragraf 2 

Tugas Pokok 

Pasal 28 

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan 
Daerah dibidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Paragraf 3 

Fungsi 

Pasal 29 

Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan rencana 

strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; 
b. perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

dibidang kehutanan; 
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

kehutanan; 
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan; 
e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 
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f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksanai Teknis Dinas Kehutanan; 
g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Paragraf 4 

Susunan Organisasi 

Pasal 30 

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Perencanaan, Evaluasi Pengusahaan Hutan, membawahkan: 

1. Seksi Kawasan dan Pemetaan Hutan; 

2. Seksi Rencana Kerja Pengusahaan Hutan; 

d. Bidang Produksi dan Bina Hutan, membawahkan: 

1. Seksi Pemungutan Hasil Hutan; 

2. Seksi Budidaya dan Rehabilitasi Hutan; 

e. Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan, membawahkan: 

1. Seksi Pengolahan Hasil Hutan; 

2. Seksi Legalitas Peredaran Hasil Hutan; 

f. Bidang Keamanan dan Penyuluhan Kehutanan, membawahkan: 

1. Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan ; 
2. Seksi Hukum dan Penyuluhan Kehutanan; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

Bagian Kedelapan 

Dinas Pertanian 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 31 

( 1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang 
pertanian. 

(2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui SEKDA. 

Paragraf 2 

Tugas Pokok 

Pasal 32 

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan 
Daerah dibidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 
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Paragraf 3 

Fungsi 

Pasal 33 

Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32, menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian sesuai dengan rencana strategis 
yang ditetapkan Pemerintah Daerah; 

b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan 
dibidang pertanian; 

pengendalian kebijakan teknis 

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 
pertanian; 

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian; 
e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 
f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian; 
g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Paragraf 4 

Susunan Organisasi 

Pasal 34 

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat membawahkan : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Bina Peternakan, membawahkan : 

1. Seksi Budidaya dan Pengembangan; 
2. Seksi Kesehatan, Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 

d. Bidang Bina Perkebunan, membawahkan : 

1. Seksi Pengembangan Usaha; 

2. Seksi Produksi; 

3. Seksi Perlindungan Tanaman. 

e. Bidang Bina Tanaman Pangan, membawahkan: 

1. Seksi Produksi Tanaman Pangan; 

2. Seksi Sumberdaya dan Bina Usaha. 

f. Bidang Bina Hortikultura, membawahkan : 

1. Seksi Pengembangan Hortikultura dan Pembenihan; 

2. Seksi Pasca Panen dan Bina Usaha. 

g. Kelompok J abatan Fungsional; dan 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
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Bagian Kesembilan 

Dinas Perikanan Dan Kelautan 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 35 

(1) Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah 
dibidang perikanan dan kelautan. 

(2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Bupati melalui SEKDA. 

Paragraf 2 

Tugas Pokok 

Pasal 36 

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
Pemerintahan Daerah dibidang perikanan dan kelautan berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan. 

Paragraf 3 

Fungsi 

Pasal 37 

Dinas Perikanan dan Kelautan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36, menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis bidang perikanan dan kelautan sesuai dengan 
rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; 

b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 
dibidang perikanan dan kelautan; 

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 
pertanian dan petemakan; 

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perikanan dan kelautan; 

e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

f. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuaJ dengan tugas dan 
fungsinya. 

Paragraf 4 

Susunan Organisasi 

Pasal 38 

Susunan Organisasi Din as Perikanan dan Kelau tain terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan: 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Bina Produksi, membawahkan : 

1. Seksi Perikanan Budidaya; 

2. Seksi Perikanan Tangkap. 
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d. Bidang Bina Usaha Perikanan, rnembawahkan: 

1. Seksi Pengernbangan Usaha; 

2. Seksi Pengelolaan dan Pernasaran Hasil. 

e. Bidang Pengendalian dan Rehabilitasi, rnernbawahkan: 

1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Surnberdaya; 

2. Seksi Rehabilitasi Sumberdaya. 

f. Bidang Bina Kelautan, Pesisir clan Pulau rnembawahkan: 

1. Seksi Pengernbangan Kelautan, Pesisir dan Pulau; 

2. Seksi Pernberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau. 

g. Kelornpok Jabatan Fungsional; clan 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

Bagian Kesepuluh 

Dinas Pertambangan Dan Energi 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 39 

(1) Dinas Pertarnbangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonorni claerah 
dibiclang pertarnbangan dan energi. 

(2) Dinas Pertarnbangan dan Energi dipirnpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
clalarn rnelaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepacla 
Bupati rnelalui SEKDA. 

Paragraf 2 

Tugas Pokok 

Pasal 40 

Dinas Pertarnbangan dan Energi mempunyai tugas pokok rnelaksanakan urusan 
Pemerintahan Daerah dibidang pertambangan dan energi berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan. 

Paragraf 3 

Fungsi 

Pasal 41 

Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 40, rnenyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi sesuai dengan 
rencana strategis yang ditetapkan Pernerintah Daerah; 

b. perencanaan, pembinaan dan pengenclalian kebijakan teknis clibiclang 
pertarnbangan dan energi; 

c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan 
pertambangan umum dan migas; 

d. perumusan, perencanaan, pernbinaan clan 
kelistrikan clan energi baru terbarukan; 

e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan 
pengawasan; 

f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
pertarnbangan clan energi; 

g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

pengendalian kebijakan teknis 

pengendalian kebijakan teknis 

pengenclalian kebijakan teknis 

pelayanan umum clibiclang 
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h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; 
J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuru dengan tugas dan 

fungsinya. 

Paragraf 4 

Susunan Organisasi 

Pasal 42 

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan: 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan: 

1. Seksi Ekplorasi; 

2. Seksi Operasi Produksi. 

d. Bidang Kelistrikan dan Energi Baru Terbarukan , membawahkan : 

1. Seksi Ketenagalistrikan; 

2. Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. 

e. Bidang Minyak dan Gas, membawahkan: 

1. Seksi Migas Sektor Hulu; 

2. Seksi Migas Sektor Hilir. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

g. Unit Pelaksana Tekriis Dinas. 

Bagian Kesebelas 

Dinas Sosial 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 43 

(1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang sosial. 

(2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan 
tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
SEKDA. 

Paragraf 2 

Tugas Pokok 

Pasal 44 

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah 
dibidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Paragraf 3 

Fungsi 

Pasal 45 

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44, mempnyelenggarakan fungsi : 
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a. perurnusan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan rencana strategis 
yang ditetapkan Pernerintah Daerah; 

b. perencanaan, pernbinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang sosial; 
c. perurnusan, perencanaan, pernbinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

pernberdayaan sosial; 
d. perurnusan, perencanaan, pernbinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

pelayanan dan rehabilitasi sosial; 
e. perurnusan, perencanaan, pernbinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

bantuan dan jarninan sosial; 
f. penyelenggaraan urusan pemerin tahan dan pelayanan urnurn dibidang sosial; 
g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 
h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
i. pernbinaan Kelompok Jabatan Fungsional; 
J· pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Paragraf 4 

Susunan Organisasi 

Pasal 46 

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, rnembawahkan: 

l. Sub Bagian Perencaan dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Urnurn dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pernberdayaan Sosial, rnernbawahkan : 

1. Seksi Kelernbagaan Sosial dan Keluarga; 

2. Seksi Surnberdana Sosial, Komunitas Adat dan Kepahlawanan. 

d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, mernbawahkan: 

1. Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia; 

2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan Korban Narkoba. 

e. Bidang Bantuan dan Jarninan Sosial, membawahkan: 

1. Seksi Bantuan Sosial; 

2. Seksi J aminan Sosial. 

f. Kelornpok Jabatan Fungsional; dan 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

Bagian Keduabelas 

Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman Dan 
Penanggulangan Masalah Kebakaran 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 47 

(1) Dinas Kebersihan, Pertarnanan, Pemakarnan dan Penanggulangan Masalah 
Kebakaran rnerupakan unsur Pelaksana otonorni daerah dibidang kebersihan, 
pertarnanan, pemakarnan dan penanggulangan rnasalah kebakaran. 

(2) Dinas Kebersihan, Pertarnanan, Pemakarnan dan Penanggulangan Masalah 
Kebakaran dipirnpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam rnelaksanakan 
tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
SEKDA. 
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Paragraf 2 

Tugas Pokok 

Pasal 48 

Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah 
Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah 
dibidang Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pamakaman dan Penanggulangan 
Masalah Kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Paragraf 3 

Fungsi 

Pasal 49 

Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah 
Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48, menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis bidang kebersihan, pertamanan, pemakaman dan 
penanggulangan masalah kebakaran sesual dengan rencana strategis yang 
ditetapkan Pemerintah Daerah; 

b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang 
kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penanggulangan masalah 
kebakaran; 

c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina 
kebersihan; 

d. perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina 
pertamanan dan pemakaman; 

e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina 
penanggulangan masalah kebakaran; 

f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kebersihan, pertamanan, pemakaman dan 
kebakaran; 

g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 
h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
i. pembinaan Kelampok Jabatan Fungsional; 

pelayanan umum dibidang 
penanggulangan masalah 

J. pelaksanaan tugas lain yang diberikon oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Paragraf 4 

Susunan Organisasi 

Pasal 50 

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan 
Penaggulangan Masalah Kebakaran terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Bina Kebersihan, membawahkan: 

1. Seksi Kebersihan Jalan, Drainase dan Lingkungan; 

2. Seksi Penanggulangan dan Pengolahan Sampah; 
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d. Bidang Bina Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan : 

1. Seksi Pertamanan; 

2. Seksi Pemakaman. 

e. Bidang Penanggulangan Masalah Kebakaran, membawahkan: 

1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan Pemadam 
Kebakaran; 

2. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

Bagian Ketigabelas 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 51 

( 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana 
otonomi daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. 

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala 
Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. 

Paragraf 2 

Tugas Pokok 

Pasal 52 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kependudukan dan 
pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Paragraf 3 

Fungsi 

Pasal 53 

Dinas Kependudukon dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, menyelenggarakan funqsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai 
dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; 

b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang 
kependudukan dan pencatatan sipil; 

c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 
administrasi kependudukan; 

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis data 
dan informasi kependudukan; 

e. perumusan, perencanaan, pembinaan 
pencatatan sipil; 

f. penyelenggaraan urusan pemerin tahan 
kependudukan dan pencatatan sipil; 

dan perigendalian kebijakan teknis 

dan pelayanan umum dibidang 
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g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 
h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
t. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; 

J· pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Paragraf 4 

Susunan Organisasi 

Pasal 54 

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan : 

1. Seksi NIK, KK dan KTP; 

2. Seksi Mobilitas Penduduk. 

d. Bidang Data dan Informasi Kependudukan, membawahkan: 

1. Seksi Data dan Dokumentasi Kependudukan; 

2. Seksi Informasi Kependudukan. 

e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan: 

1. Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian; 

2. Seksi Kelahiran Pengakuan Anak dan Kematian. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

Bagian Keempatbelas 

Dinas Pendapatan Daerah 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 55 

( 1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah 
dibidang pendapatan daerah. 

(2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui SEKDA. 

Paragraf 2 

Tugas Pokok 

Pasal 56 

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan 
tugas pembantuan. 
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Paragraf 3 

Fungsi 

Pasal 57 

Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56, menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana 
strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; 

b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang 
pendapatan daerah; 

c. perumusan, perencanaan, pembinaan 
dibidang pendaftaran dan pendataan; 

d. perumusan, perencanaan, pembinaan 
dibidang penetapan; 

e. perumusan, perencanaan, pembinaan 
dibidang penagihan; 

f. perumusan, perencanaan, pembinaan 
dibidang pembukuan dan akuntansi; 

dan 

dan 

dan 

dan 

pengendalian kebijakan teknis 

pengendalian kebijakan teknis 

pengendalian kebijakan teknis 

pengendalian kebijakan teknis 

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan um urn di bi dang 
pendapatan daerah; 

h. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah; 
i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 
J. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan 

Dae rah; 
k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; 
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Paragraf 4 

Susunan Organisasi 

Pasal 58 

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, membawahkan: 

1. Seksi Pendaftaran dan Penerbitan; 

2. Seksi Pendataan; 

3. Seksi Dokumentasi. 

d. Bidang Penetapan, membawahkan : 

1. Seksi Perhitungan; 

2. Seksi Pemeriksaan. 

e. Bidang Penagihan, membawahkan: 

1. Seksi Penagihan; 

2. Seksi Keberatan; 

3. Seksi Penerimaan Lain-lain. 
f. Bidang Pembukuan dan Akuntansi, membawahkan : 

1. Seksi Akuntansi; 
2. Seksi Penerimaan dan Persediaan Benda Berharga. 
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g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

Bagian Kelimabelas 

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 59 

(1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur 
pelaksana otonomi daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah 
raga. 

(2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. 

Paragraf 2 

Tugas Pokok 

Pasal 60 

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, 
pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Paragraf 3 

Fungsi 

Pasal 61 

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas 
pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan 
rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; 

b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang 
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga; 

c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 
dibidang kebudayaan; 

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 
dibidang pariwisata; 

e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 
dibidang pemuda; 

f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 
dibidang olah raga; 

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga; 

h. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda 
dan olah raga; 

i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 
J· pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; 
k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; 
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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Paragraf 4 

Susunan Organisasi 

Pasal 62 

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri 
dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan: 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Bidang Kebudayaan, membawahkan: 

1. Seksi Cagar Budaya dan Musium; 

2. Seksi Kesenian. 

d. Bidang Kepariwisataan, membawahkan : 

1. Seksi Usaha Kepariwisataan; 

2. Seksi Obyek Wisata dan Promosi Kepariwisataan. 

e. Bidang Pemuda, membawahkan: 

1. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan; 

2. Seksi Pemberdayaan Potensi Pemuda. 

f. Bidang Olah Raga, membawahkan : 

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga; 

2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Olah Raga. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

BAB IV 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 63 

( 1) Dalam rangka pen gem bangan fungsi dan pelaksanaan operasional Dinas 
Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan 
sebagian kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang 
yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 

(2) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas usul Kepala Dinas melalui SEKDA 
berdasarkan kewenangan, kebutuhan, kemampuan, beban kerja dan analisa 
jabatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat. 

(4) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 
Sekolah Menengah, Sekolah Kejuruan dan Tata Usaha Sekolah diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Bupati. 
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BABV 

JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 64 

(1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan 
tingkat keahlian, keterampilan dan kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 
diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. 

(4) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 65 

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi 
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Negeri Sipil 
yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

BAB VII 

ES ELON 

Pasal 66 

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon II b. 

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon III a. 

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III b. 

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas 
merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a. 

(5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Tata Usaha 
Sekolah Kejuruan merupakan Jabatan Struktural Eselon Nb. 

(6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha 
Sekolah Menengah merupakan Jabatan Struktural Eselon Va. 

BAB VIII 

TATAKERJA 

Pasal 67 

( 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap pimpinan unit 
organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing 
maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya masing-masing. 
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(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib 
mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan 
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib 
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya 
masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib 
mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya 
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan 
Dinas Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 
kepada bawahannya. 

(6) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi dibawahnya 
dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, 
wajib mengadakan rapat berkala. 

(7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(8) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib 
melaksanakan pengawasan berjenjang. 

Pasal 68 

Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris melaksanakan tugas Kepala 
dan atau Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau 
Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan. 

BAB IX 

PEMBIAYAAN 

Pasal 69 

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan. 

BABX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 70 

( 1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau dan dievaluasi kembali untuk disesuaikan 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap 
memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan 
analisis beban kerja. 

(2) Apabila terjadi perubahan nomenklatur dan litelatur terhadap Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah yang berhubungan dengan penataan organisasi dapat 
ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 71 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap 
rnelaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan 
Peraturan Daerah ini. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 72 

Dengan Ditetapkannya Peraturan Daerah lni, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nornor 
18), dan peraturan pelaksanaannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Pasal 73 

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 6 Februari 2013 

BUPATI BULUNGAN, 

ttd. 

BUDIMAN ARIFIN 

Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 6 Februari 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

ttd. 

SUDJATI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01. 

Salinan sesuai dengan Aslinya 

GIAN HUKUM, , 

----Hj. INDRIYATI, SH, M.Si 
Pern bin a / IV a 

Nip.196403281995032001 
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LAMPIRAN I: 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
NOMOR 01 TAHON 2013 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN : 

~~dn; v.,· ;r '-} ,_ ....... f--4~ .. -

~t_:_:~ 

~ 
-- ' - ' ~ - -- - • R • - - • - •• -

Tanjung Selor 6 Februari 2013 

BUPATI BULUNGAN, 

Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 6 Februari 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

ttd. 

SUDJATI 

ttd. 

BUDIMAN ARIFIN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01. 

Salinan sesuai dengan Aslinya 

GIANHUKUM, ,. 

-----Hi. INDRIYATI, SH, M.Si 
Pembina / IV a 

Nip.196403281995032001 
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LAMPIRAN II : 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
NOMOR 01 TAHUN 2013 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA KABUPATEN BULUNGAN : 

r-·-"" -f .) :1 ..... > 

'I ~~-j}i;"-~-~·-· 1 .. : 

·---~ 

F -~--~· ·~· 'fu· ·-- ':TT.T:r~~·-·; '" ~ 
. . . - - ~-,........~ ,.,..-

~ 
_..,__ ___ ,.~ ·--·--... -- ~------

Tanjung Selor 6 Februari 2013 

BUPATI BULUNGAN, 

Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 6 Februari 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

ttd. 

SUDJATI 

ttd. 

BUDIMAN ARIFIN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01. 

Salinan sesuai dengan Aslinya 

GIANHUKUM, , 

---Hj. INDRIYATI, SH, M.Si 
Pembina / IV a 

Nip.196403281995032001 
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LAMPIRAN III : 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
NOMOROl TAHUN 2013 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
KABUPATEN BULUNGAN: 

•t~!r'· 
~ .~~---- ;-~;.J·_ •j 

_....._..;!'!:&.. .. ~ 
- -- - - - -

~ .. ,. 
5:-.. ··:; J~:·:i· .l. ~ ~ 

~~--.·,, 
':-~-<·"-•' 

···-1·~7=-~,., .... '( ,) . 
.. 1/~ • .. .l .. ~lt,::,~'. ,,;,.d 

_ .... ·~---·~ 
- - - . -

t"'"d ......... , • 
t .. .,. .. ~.J-

' ..--J~~'.; ~-j~,~ 

~
~---

··.~ 
.... ~ ............ - - . -. . . -. , ~ --~----·----

... :_, J '\;'j'~ . 
• , 1 

- ... ..._ ....... . - .. ~ 

~f'.t~n,-~1 ·· , · '" 
"~.r.~iti<~ ... ; 
IJ.-f:Lr·-~~~ 
- ·- ---~-~ ~~ 

Tanjung Selor 6 Februari 2013 

BUPATI BULUNGAN, 

Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 6 Februari 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

ttd. 

SUDJATI 

ttd. 

BUDIMAN ARIFIN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01. 

Salinan sesuai dengan Aslinya 

GIAN HUKUM, ,.. 

----Hi. INDRIYATI, SH, M.Si 
Pembina / IV a 

Nip.196403281995032001 
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LAMPIRAN IV : 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
NOMOR 01 TAHUN 2013 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI 
DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULUNGAN : 

l!:"r.-;:;-- . 
f' !< 'll'::;: . 

'.i ::i :;_ ~~·, ·~ '' '' ' - '· 

... _:,:.__j r.,- ·-
.. 3 :i ;1 ~; ~ ( .. t ;_; ~-

- . ~..:;;.:.J 

~, ...... ~-<(•--'"'' 
' • . .,-.-.~':J;~·-· ..,. ,,,( •. l( ~ '.l-:. oo,. _,..., . . . 

-- - ~ - . . . ' 
·-"' .. - . . . ~ . 

Tanjung Selor 6 Februari 2013 

BUPATI BULUNGAN, 

Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 6 Februari 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

ttd. 

SUDJATI 

ttd. 

BUDIMAN ARIFIN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01. 

Salinan sesuai dengan Aslinya 

GIAN HUKUM, , 

---Hj. INDRIYATI, SH, M.Si 
Pembina/ IV a 

Nip.196403281995032001 

31 

42708.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



LAMPIRANV : 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
NOMOR 01 TAHUN 2013 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN: 

,.,-.--
·_-1~:i;;:11 •;1·-

;::l "-~ ' ' 

·:.:.:~ 

~ 
---· -- - - -· --· 

Tanjung Selor 6 Februari 2013 

BUPATI BULUNGAN, 

Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 6 Februari 20 13 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

ttd. 

SUDJATI 

ttd. 

BUDIMAN ARIFIN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01. 

Salinan sesuai dengan Aslinya 

GIAN HUKUM, ,. 

---Hj. INDRIYATI, SH, M.Si 
Pembina /Na 

Nip .19640328 1995032001 
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LAMPIRAN VI : 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
NOMOR 01 TAHUN 2013 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUNGAN : 

!!~~,;-.~ : .. ·~~~~~=~ 
,!\.,. 

'r ~ ' -• - ~~»' • , __ ,....,_..,..., 

~ --- ~- - . -· ----·-

~.,,,,. 
~ __ ., """' ,_ --~,. - , 

Tanjung Selor 6 Februari 2013 

BUPATI BULUNGAN, 

Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 6 Februari 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

ttd. 

SUDJATI 

ttd. 

BUDIMAN ARIFIN 

LEMBARAN DAERAH K.ABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01. 

Salinan sesuai dengan Aslinya 

GIAN HUKUM, ,. 

..--
Hj. INDRIYATI, SH, M.Si 

Pembina/ IV a 
Nip.196403281995032001 
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LAMPIRAN VII : 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
NOMOR 01 TAHUN 2013 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BULUNGAN : 

~ -·- -- .... _____ ------

~'\" .•. 1 -· . 
~~~ ~~·6•' ~ ' 

:~-.-~;::..[~~':t, 
< .. ~ •• ~ 

. ·::t 
'I, 

- .. - -- ··--·- ·-- -~---- -·--

~~- - --
' . ,_:;:i;:~' ·~. 

·.- ~ 

?(~" 'iJ'" , 
-~ •• ....__~ ~• ... •J 

· ·, 'i'~(~I ~j"f•l'~~.J> f r I c, • . ·- ..... ~ ..... .; ...... ·. 
- • - .. 0 

Tanjung Selor 6 Februari 2013 

BUPATI BULUNGAN, 

Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 6 Februari 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

ttd. 

SUDJATI 

ttd. 

BUDIMAN ARIFIN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01. 

Salinan sesuai dengan Aslinya 

GIANHUKUM, , 

---Hj. INDRIYATI, SH, M.Si 
Pembina / IV a 

Nip.196403281995032001 
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LAMPIRAN VIII : 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
NOMOR 01 TAHUN 2013 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULUNGAN : 
~'T ·'· 

' i' 6;! l Ir·\; •' , 'I \... 
) ~ .... -~~ .. ~ .- ... . '• 

. . I 

. ._cU r· -- ,., -
. :: .Ii;~ =JJ.'. 

'· . ' 't-;.:.:.:d 

Tanjung Selor 6 Februari 2013 

BUPATI BULUNGAN, 

Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 6 Februari 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

ttd. 

SUDJATI 

ttd. 

BUDIMAN ARIFIN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 01. 
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LAMPIRAN IX : 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
NOMOROl TAHUN 2013 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
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LAMPIRANX: 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
NOMOR 01 TAHUN 2013 
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DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
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LAMPIRAN XI : 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
NOMOR 01 TAHUN 2013 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
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LAMPIRAN XII : 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
NOMOR 01 TAHUN 2013 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
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DAN PENAGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN KABUPATEN BULUNGAN : 
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LAMPIRAN XIII : 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
NOMOR 01 TAHUN 2013 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN BULUNGAN : 
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LAMPIRAN XIV : 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
NOMOR 01 TAHUN 2013 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN 
BULUNGAN: 
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LAMPIRAN XV : 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULU?iGAN 
NOMOR 01 TAHUN 2013 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
DAERAH KABUPATEN BULU?iGAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN 
OLAH RAGA KABUPATEN BULUNGAN : 
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